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ABSTRAK 

Dhila Febrianti (2023): Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam 

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 

Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi 

Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016) 

Kejaksaan mempunyai kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara 

bertindak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana 

korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia salah satunya di Pasal 30A. Namun dibalik peraturan yang telah diatur 

kenyataanya pihak Kejaksaan sering kali terkendala dalam pengembalian kerugian 

keuangan negara sehingga jumlah yang dikembalikan belum sepenuhnya dapat 

dikembalikan ke kas negara. Salah satunya kasus tindak pidana korupsi di 

Kejaksaan Negeri Pariaman dengan nomor perkara putusan 2605 K/Pid.Sus/2016. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan 

degan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Berlokasi di Kejaksaan 

Negeri Pariaman Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan informan penelitian (purposive sampling). 

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Pariaman 

mengalami hambatan atas kasus perkara putusan 2605 K/Pid.Sus/2016. Jumlah 

yang baru bisa dikembalikan tidak sampai menyentuh angka 50%. Adapun upaya 

yang dilakukan dimulai dari melakukan asset tracing, perampasan barang milik 

terdakwa, serta melakukan eksekusi terhadap terdakwa. Adapun hambatan yang 

dialami oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman, dimulai dari asset yang dimiliki 

terpidana tidak mencukupi, tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang 

terpidana, terpidana tidak kooperatif saat dimintai keterangan. 

Kata kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Pengembalian, Kejaksaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan 

ekonomi bagi suatu negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang 

termasuk Indonesia, bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat 

ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa 

karena sudah meningkat dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. 

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan 

keuangan negara dan perekonomian negara, yang pada saat yang sama 

merugikan rakyat. Korban (victim) dari kejahatan korupsi adalah negara dan 

rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan 

perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor 

menjadikan negara sebagai korban (victim state).
1
 

Transparency International Indonesia (TII) menggunakan defenisi 

korupsi sebagai: Menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk 

kepentingan pribadi. Dari defenisi tersebut terdapat tiga unsur yaitu 

menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor 

publik maupun swasta); memiliki akses bisnis dan keuntungan materi, dan 

                                                           
1 Fatin Hamamah, dkk, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif 

Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Kajian Hukum 

Islam, Volume. 4., No. 2., (2019), h.194. 
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keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang 

menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-

temannya).
2
 Dewasa ini persoalan korupsi sudah menjadi keprihatinan dunia, 

menurut berbagai laporan tingkat korupsi di Indonesia setidaknya dalam 

periode 10 (sepuluh) tahun terakhir tergolong tinggi. Menurut Didin. S (2016: 

12) dalam survei The Political and Ekonomic Risk Consultancy (PERC) 

lembaga ini mengungkapkan bahwa dari 12 negara, Indonesia menempati 

peringkat ke-11 atau terburuk setelah Vietnam. Dalam kenyataan sehari-hari di 

semua tingkatan sosial sudah terlanjur tumbuh dan berkembang perbuatan atau 

perilaku korupsi salah satu jenis kejahatan yang mungkin sulit dijangkau oleh 

aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi (corruptie). 

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan 

biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang 

selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang 

ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-

cara luar biasa.
3
 

Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal memberantas korupsi telah 

melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang pemberantasan 

korupsi dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna 

mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

                                                           
2 J. Pope, Strategi Memberantas Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h.6. 
3
 Basrief Arief, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), (Jakarta: Andika 

Remaja Indonesia, 2006), h.87. 
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menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dua tahun kemudian 

untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Pemberantasan tindak pidana korupsi diupayakan secara maksimal 

mulai dari pencegahan, penindakan pelaku tindak pidana korupsi, dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah upaya pemulihan kerugian negara yang timbul 

akibat tindak pidana korupsi.
4
 Salah satu tujuan diundangkannya Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) adalah untuk 

mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya 

lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara dari para pelaku 

tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para 

pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak 

hokum untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha 

pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit 

terjadi suatu pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara. 

Adapun unsur pengembalian kerugian negara menjadi salah satu unsur 

penting dalam eksekusi tindak pidana korupsi selain penjatuhan sanksi kepada 

para terdakwa. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk 

                                                           
4
 Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation 

Convention Against Corruption), (Bengkulu: CV.Zigie Utama, 2015), h.5. 
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mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta 

meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara 

dan daerah pada umumnya, dan para pengelola keuangan. Pengelolaan 

keuangan negara merupakan salah satu hal yang vital yang memiliki dan 

mempunyai posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena 

sangat terkait dengan kemampuan negara mewujudkan tujuan bernegara. 

Pengelolaan keuangan negara jika dilakukan dengan baik dan maksimal akan 

dapat dipastikan memberi kekuatan bagi negara untuk berdiri tegak dan dengan 

otomatis memberi kesejahteraan pada rakyatnya, sebaliknya apabila 

penggunaan keuangan negara digunakan secara sewenang-wenang serta 

menjurus kepada praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), maka akan 

berdampak timbulnya suatu permasalahan yang dapat menganggu kestabilan 

suatu sistem bernegara. Keuangan negara merupakan urat nadi dalam 

pembangunan suatu negara dan amat sangat menentukan kelangsungan 

perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. 

Adapun upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang 

dicuri (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak 

mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses 

yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun 

melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian 

peran kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum terkait dengan 

pengembalian/pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus 

diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri dalam 
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rangka penyelamatan dan pengembalian/pemulihan asset negara akibat tindak 

pidana korupsi.
5
 Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (stolen asset 

recorvery) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang 

karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-

aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana 

tidak satu orang pun kebal terhadap hukum. 

Berbicara mengenai upaya penyelamatan atau pengembalian kerugian 

keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Menurut Andi Hamzah yang 

mengatakan bahwa penyitaan aset biasanya dihubungkan dengan perampasan 

sebagai pidana tambahan. Andi Hamzah juga mengungkapkan bahwa 

penyitaan dilakukan bukan hanya terhadap aset-aset pelaku lainnya yang bukan 

hasil tindak pidana korupsi sebagai persiapan untuk pidana tambahan 

perampasan dan pembayaran uang pengganti. 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 

melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Andi Hamzah mengatakan 

bahwa penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan 

kewenagan yang dimilikinya.
6
 Selain dalam peradilan pidana, kejaksaan juga 

                                                           
5
 ST. Burhanuddin. Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset 

Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan 

Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, 

Paguyuban Pasundan, (Bandung: FH Universitas Pasundan, 2013), h.6. 
6
 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1990), h.70. 
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memiliki peran di bidang hukum, perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili 

negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). 

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menentukan bahwa “Di bidang 

perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak 

baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah”. 

Kejaksaan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai Jaksa 

Pengacara Negara bertindak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara 

akibat tindak pidana korupsi atau dikenal juga sebagai pengembalian aset 

negara akibat tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30A yang berbunyi 

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan 

penelusuran, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya 

kepada negara, korban, atau yang berhak”. Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat 

(1) huruf k juga dijelaskan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan 

wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak 

pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan”. 

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana 

korupsi yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok 

menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan 
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wewenang oleh Undang-Undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai 

Pengacara Negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset 

negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana Korupsi seperti yang 

diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut 

Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dari 

tindak pidana korupsi.
7
 Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)  telah menyebutkan 

mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 (1): 

a. Perampasan benda bergerak berwujud atau tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana 

dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari 

barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi; 

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 

lama satu tahun; 

                                                           
7
 Ari Wisnu Aji, “Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan 

Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)”, Jurnal 

Diponegoro Law., Volume.5., No. 3, (2016), h.2. 
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d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang 

telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 

Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

berupa perintah kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas ganti 

rugi keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan para orang yang tidak 

bertanggungjawab akan menjadi sia-sia apabila Jaksa sebagai eksekutor tidak 

menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan upaya-upaya pengembalian 

kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Maka dari itu, dapat 

disimpulkan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan 

kerugian keuangan negara atau aset negara akibat tindak pidana korupsi. 

Kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi mengalami 

peningkatan. Data ini menurut pantauan Indonesia Corruption Watch atau ICW 

dalam semester I tahun 2022. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi 

yang melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan potensi 

korupsi mencapai mencapai Rp 33,665 triliun. Khususnya di Pariaman, 

Sumatera Barat salah satu kasus yang mulai diketahui pada tahun 2019 

mengenai korupsi Bangsal Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) rugikan negara 

sebanyak Rp 900 juta. Kasus Tipikor pada pekerjaan pembangunan Gedung 

Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman itu mulai diketahui Mei 2019. 
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Perkiraan nilai kontrak mencapai Rp 7,4 miliar, terjadi mark up pengerjaan 

yang baru 80 persen  namun uang yang telah dicairkan hingga 91 persen.
8
 

Berdasarkan data yang didapat, jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh 

Kejaksaan Negeri Pariaman, terdapat 1 (satu) kasus yang menyatakan bahwa 

terpidana tidak mampu membayar uang pengganti. Dimana kasus terpidana Joni 

Amir S.P.MBA., M.M melakukan tindak pidana korupsi mengenai 

penyalahgunaan dana peran korporasi dalam mendukung ketahanan pangan dan 

program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) pada 

PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubung Alung dengan kerugian negara 

sebesar Rp10.046.966.400. Dalam perkara ini Joni Amir S.P.MBA., M.M selaku 

kepala cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor: 

60/SHS.01/Kpts/IV2008 yang bertempat di Jalan Rasuna Said – Jambak 

Kilometer 31 Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman termasuk 

dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menggelapkan uang 

atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau 

surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu 

dalam melakukan perbuatan tersebut. 

Terpidana melakukan penggelapan dana yang diberikan oleh Menteri 

Negara Badan Usaha Milik Negara kepada PT. Sang Hyang Seri untuk 

bekerjasama dengan petani meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui 

                                                           
8
 Padek Jawa Pos, Rasuah RSUD: Dua Tersangka Ditahan, Gratifikasi Rp 3,8 M 

Dikembalikan, artikel dari https://padek.jawapos.com/utama/24/08/2022/rasuah-rsud-dua-

tersangka-ditahan-gratifikasi-rp-38-m-dikembalikan/, Diakses pada 25 Desember 2022. 
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Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Setiap 

kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok tani 

kemudian dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening pribadi terpidana Joni 

Amir dalam bentuk rekening perseorangan. Sehingga tidak ada dana bantuan 

tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang 

diajukan. 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Padang dengan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg menjatuhkan amar putusan 

pada terpidana Joni Amir sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Joni Amir, SP, MBA, MM telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana 

Dakwaan Primair; 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Amir, SP, MBA, MM oleh karena 

itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi 

Padang Nomor 12/Tipikor/2016/PT PDG menjatuhkan amar putusan sebagai 

berikut: 
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1. Menyatakan terdakwa Joni Amir SP, MBA, MM telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana 

Dakwaan Primair; 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Amir SP, MBA, MM oleh karena 

itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila  denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 

Rp10.046.966.400,00 (sepuluh miliar empat puluh enam juta sembilan 

ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), jika terpidana tidak 

membayar uang paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, 

maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 

4. Menetapkan masa penangkapan dan atau tahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

5. Menyatakan terdakwa tetap  berada dalam tahanan. 

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang 

bersangkutan. Maka diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung 

memberikan amar putusan sebagai berikut; 

Menolak pemohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: JONI 

AMIR S.P, MBA., M.M. tersebut, mengabulkan permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN 

NEGERI PARIAMAN tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 12/Tipikor/2016/PT PDG 

yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Padang No. 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg. Mengadili sendiri dengan amar 

putusan sebagai berikut; 

1. Menyatakan terdakwa Joni Amir S.P, MBA., M.M. telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”; 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Amir S.P, MBA., M.M. dengan 

pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 

(delapan) bulan; 

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang 

pengganti sebesar Rp10.046.966.400,00 (sepuluh miliar empat puluh enam 

juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), jika uang 

pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan 
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memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh 

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana 

tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka 

diganti dengan pidana penjara selama 5  (lima) tahun; 

4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9
 

Kemudian pada tahun 2021 atas tindak pidana korupsi yang dilakukan 

pada tahun 2016 -2017 oleh Joni Amir S.P.MBA., M.M dan rekannya Endang 

Kusrianto Kepala cabang Lubuk Alung Regional IV PT Sang Hyang Seri telah 

menyerahkan uang penganti Rp 500.000.000 masuk ke kas negara pada tanggal 

9 Juli 2021. Berdasarkan jumlah uang pengganti yang telah diserahkan oleh 

terpidana, maka sisa uang pengganti yang harus diserahkan oleh terpidana 

sebesar Rp 9.546.966.400 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta 

sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sisa tersebut 

masih dalam tahap diupayakan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman.
10

 Pada kasus 

diatas, baru dilakukan pengembalian uang hasil korupsi yang jumlahnya tidak 

sampai 50%  dari uang yang dikorupsi oleh terpidana. 

Pengembalian kerugian negara yang dikorupsi (stollen asset recovery) 

sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena 

pengembalian kerugian yang dikorupsi tidak semata-mata merestorasi aset 

negara tetapi juga bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dimana tidak 

                                                           
9
 Putusan Mahkamah Agung No. 2605K/Pid.Sus/2016, 22 Februari 2017, 

putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0ef3c1421d4da0940224630921ca574e Diakses 

pada tanggal 23 Januari 2023. 
10

 Berita Editorial, Mantan Kacab PT Sang Hyang Seri Budi Kusrianto Serahkan Hasil 

Korupsi 500 Juta, artikel dari https://www.beritaeditorial.com/2021/07/mantan-kacab-pt-sang-

hyang-seri-budi.html?m=1, Diakses pada 23 Januari 2023. 



14 

 

 
 

satu orang pun kebal terhadap hukum. Agar negara tidak mengalami kerugian, 

maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang diambil oleh 

para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian 

negara yang dikorupsi, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas 

melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.
11

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian 

Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi 

(Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)”. 

B. Batasasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, menghindari 

kesalahpahaman, kekeliriuan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka 

penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini yaitu khusus 

membahas upaya kejaksaan negeri Pariaman dalam melakukan pengembalian 

kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi, yang hanya 

berfokus membahas diinstansi Kejaksaan Negeri Pariaman. 

 

                                                           
11

 Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, (Jakarta: 

Djambatan, 2007), h.50. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan 

menjadi rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun permasalahan yang 

dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian kerugian 

keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan 

nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)? 

2. Apa faktor penghambat Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian 

kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus 

putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam 

pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana 

korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016). 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat didalam upaya Kejaksaan Negeri 

Pariaman dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara 

tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016). 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam 

ilmu pengetahuan hukum acara khususnya mengenai proses 

pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak 

pidana korupsi oleh Kejaksaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang pengembalian 

kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang apa dan bagaimana peran serta upaya kejaksaan 

dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak 

pidana korupsi. 

c. Melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program 

studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta 

referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah untuk 

pengembangan ilmu bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, 

bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus 

yang itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. 

Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, 

corruption, corrupt; Perancis, corruption; dan Belanda, corruptive atau 

korruptie. Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu 

turun ke bahasa Indonesia, “korupsi”.
12

 Poerwadarmita dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. 

Menurut Alfitria, secara umum munculnya perbuatan korupsi 

didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intiristik, yaitu adanya 

dorongan untuk memperoleh untuk memperoleh kepuasan yang 

ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku merasa 

mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil 

melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, 

kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. Kedua, motivasi ekstrinsik, 

                                                           
12

 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2007), h.4. 
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yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian 

melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya karena alasan 

ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi untuk 

meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan melalui jalan pintas. 

Secara agak rinci terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga hal: 

a. Pertama, corruption by greed (keserakahan). Korupsi ini terjadi 

pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak mendesak secara 

ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, 

rumah mewah, popularitas menanjak tetapi kekuasaan yang tidak 

terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi. 

b. Kedua, corruption by need (kebutuhan) korupsi yang dilakukan 

karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup (basic 

needs). 

c. Ketiga, corruption by chance (adanya peluang). Korupsi ini 

dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk melakukan 

korupsi, peluang untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang 

cepat naik jabatan secara instan, biasanya ini didukung oleh 

lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, 

longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan 

hukum yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat 

jera. 

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh 

kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan 
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umum. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi 

mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi 

demokrasi dan moral bangsa. Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi 

menghambat efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-sumber dari orang 

miskin kepada orang kaya, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik 

dan membuat jera investor- investor asing. Korupsi juga mengikis 

perwakilan progam-progam pembangunan dan mengurangi masalah-

masalah kemanusiaan.
13

 

Pengertian korupsi secara yuridis, baik jenis maupun unsurnya, 

telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 

juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut tindak pidana 

korupsi dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik, antara lain:
14

 

1. kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara; 

2. kelompok delik penyuapan, baik active omkomping (yang 

menyuap) maupun passive omkomping (yang disuap), termasuk 

gratifikasi pasal 5, 6, 11, 12b, 12c; 

3. kelompok delik pemerasan dalam jabatan vide pasal 8, 9, 10; 

4. kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion) 

pasal 12; 

                                                           
13

 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.25. 
14

 Widyo Pramono, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif 

Jaksa dan Guru Besar), (Jakarta: Kompas, 2017), h.43. 
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5. kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir 

dan rekanan, pasal 12 i. 

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan 

kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih 

mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak 

pidana korupsi.Upaya pengembalian kerugian negara dari para pelaku 

korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak 

hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi 

terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya 

kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian 

negara.
15

 

B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara Dan Kerugian Keuangan 

Negara 

Keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 perihal keuangan negara yakni dana negara dapat dimaknai 

sebagai bentuk kekayaan suatu negara atau pemerintahan yang diperoleh 

dari penerimaan, pinjaman, hutang pemerintah atau bisa juga dari output 

pemerintah, misal kebijakan moneter dan fiskal. 

                                                           
15

 Purwaning M.Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi,(Bandung: Alumni, 2007), 

h.20. 
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Secara umum pengertian keuangan negara dapat dikatakan 

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengadn pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut. Adapun sumber dari keuangan negara, berasal 

dari pajak, keuntungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, 

pencetakan uang, pinjaman, sumbangan atau hadiah atau hibah, sita dan 

denda, cukai, retribusi, penyelenggaraan undian berhadiah. 

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum 

baik sengaja maupun lalai. Pengertian ini menunjukkan bahwa kerugian 

negara mengandung arti yang luas sehingga mudah dipahami dan 

ditegakkan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. 

Di samping itu, kerugian negara tidak boleh diperkirakan sebagaimana 

yang dikehendaki tetapi wajib dipastikan berapa jumlah yang dialami oleh 

negara pada saat itu. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian 

hukum terhadap keuangan negara yang mengalami kekurangan agar 

dibebani tanggung jawab bagi yang menimbulkan kerugian negara.
16

 

Hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan 

itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi 

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau bahkan 

perekonomian negara. Hal ini didasarkan bahwa kerugian keuangan negara 
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atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur dalam tindak 

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Keuangan negara juga merupakan hal yang menjadi kerugian 

negara dalam hal tindak pidana korupsi. Keuangan negara adalah semua 

hak dan semua kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula 

segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan 

milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut.
17

 

Kerugian keuangan negara dapat terjadi dua tahap, yaitu pada 

tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar 

dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian 

bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi 

pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap 

dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat mark up, korupsi, 

pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. 

Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara adalah 

pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan yang dikeluarkan 

pemerintah dalam bidang kewenangannya. 

Tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan 

negara antara lain, adalah:
18
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1) untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang 

harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada 

terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999; 

2) sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan 

penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu 

dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam 

menetapkan keputusannya; 

3) dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata 

atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), 

maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai 

bahan gugatan/ penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

4) bukti-bukti dalam perhitungan kerugian keuangan negara. 

C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pengembalian 

Proses pengembalian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk 

mengembalikan sesuatu yang telah diambil yang apabila dikaitkan dengan 

sebuah tindak pidana seperti korupsi maka proses pengembalian 

merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu 

yang telah di ambil yang telah menyebabkan sebuah kerugian terhadap 

negara. Proses pengembalian yang dilakukan merupakan sebuah bentuk 

upaya pencegahan terhadap pemberantasan korupsi baik di Indonesia 

maupun negara di dunia. Pada dasarnya proses pengembalian terhadap 
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kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi cenderung 

tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak 

pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa untuk menyembunyikan 

aset-aset hasil kejahatan mereka yang menyebabkan kerugian negara 

tersebut telah melampaui lintas batas negara. 

Purwaning M. Yanuar dalam jurnal Haswandi, merumuskan 

pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu sebagai 

sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak 

pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas 

aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi 

melalui rangkaian dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, 

aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada didalam maupun luar 

negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan 

kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat 

mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak 

pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat 

atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan 

efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.
19

 

Proses pengembalian hasil tindak pidana korupsi ini, negara-negara 

di dunia saling melakukan kerjasama internasional agar mempermudah 

proses pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. 

Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana 
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umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian 

aset melalui 4 tahap yang terdiri dari: 

a. Pelacakan aset untuk melacak aset; 

b. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan 

aset-aset melalui mekanisme pembekuan; 

c. Penyitaan; 

d. Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban 

tempat aset diperoleh secara tidak sah. 

Proses pengembalian ini dilakukan sebagai upaya dalam 

meminimalisir kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana 

korupsi yang harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara yang 

harus dilakukan oleh berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi 

dengan bantuan intelejen keuangan. 

D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan 

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum yang diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan 

adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Dalam Pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga 

dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan 

hakim. 



27 

 

 
 

Sebagai salah satu komponen alat penegak hukum, Kejaksaan 

mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam 

upaya menjaga tegaknya hukum, Kejaksaan mempunyai karakteristik 

tersendiri dibandingkan dengan instansi lainnya, dimana jaksa adalah 

pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak 

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.
20

 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan 

kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang lengkapnya 

sebagai berikut:
21

 

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UU ini 

disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta 

melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 

2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara merdeka. 

3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan 

tidak terpisah-pisah. 

Sejalan dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, 

peranan jaksa sangat penting dalam penanganan pengembalian kerugian 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6) butir a. 
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tersebut. Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara negara memiliki 

perana yang sama. Adapun peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana 

korupsi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pelacakan, pemblokiran, 

penyitaan, perampasan, serta pengembalian kerugian negara.
22

 

1. Pelacakan 

Pelacakan atau penelusuran adalah tahapan awal untuk 

mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data yang berhubungan 

dengan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang 

disembunyikan oleh pelaku agar tidak dapat ditemukan, dihitung 

jumlahnya, dan agar tidak dapat dilakukan penyitaan. 

2. Pemblokiran 

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemblokiran atau pembekuan. 

Tujuan pemblokiran ini untuk mencegah harta kekayaan hasil 

tindak pidana dialihkan kepada orang lain. Undang-undang Nomor 

1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 

pasal 1 ayat 6 merumuskan pemblokiran adalah pembekuan 

sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidik, penuntutan, 

atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk 

mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu 

atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang 
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telah diperoleh atau mungkin telah dipreoleh dari dilakukannya 

tindak pidana tersebut. 

3. Penyitaan 

Tahap penyitaan adalah langkah antisipasi yang bertujuan 

meyelamatkan atau mencegah hilangnya harta kekayaan hasil 

korupsi. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan pengadilan, 

apakah diambil sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian 

negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas harta 

kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Tahap penyitaan ini 

dilakukan saat harta kekayaan hasil korupsi telah ditemukan 

keberadaannya dan penyitaan dilakukan oleh penyidik. Pasal 38 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

yang selanjut lebih dikenal dengan KUHP menerangkan bahwa 

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin 

dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun adapun 

pengecualian dalam keadaan mendesak penyidik harus segera 

bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih 

dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas 

benda bergerak untuk itu wajib melaporkan kepada ketua 

pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 

4. Perampasan 

Pada tahap ini dilakukan perampasan harta kekayaan hasil tindak 

pidana korupsi yang dijadikan upaya pengambilalihan hak dimana 
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hasil kejahatan dirampas untuk negara atau hak atas keberadaannya 

sudah beralih kepada negara. kejaksaan yang telah ditunjuk sebagai 

lembaga yang melakukan perampasan akan menyelidiki harta 

kekayaan milik terpidana korupsi. perampasa ini dilakukan saat 

penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum 

sepenuhnya terjadi. 

5. Pengembalian kerugian negara 

Berbicara mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, 

tentu saja dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara 

apa yang menjadi hak negara” dan berikan kepada rakyat apa yang 

menjadi hak rakyat”. Kedua prinsip ini memberikan 

tanggungjawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana 

korupsi untuk mengembalikan aset tersebut kepada negara. 

Kejaksaan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai 

Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengembalikan kerugian 

keuangan negara akibat tindak pidana korupsi atau dikenal juga 

sebagai pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi 

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30A yang berbunyi “Dalam 

pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan 

penelusuran, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan 

aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”. 



31 

 

 
 

Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k juga dijelaskan bahwa 

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak 

pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan”. 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi
23

 telah memberikan solusi terhadap 

pengembalian kerugian keuangan negara, yakni perampasan, 

pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan 

pencabutan hak. Dan dalam ayat (2) menegaskan bahwa “harta 

bendanya dapat disita dan dilelang” artinya jaksa diberi wewenang 

untuk menyita dan meelelang harta milik terdakwa sebagai 

pengembalian aset negara. Ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal 

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

mengganti uang pengganti maka terpidana dipidana penjara yang 

lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara 

antar lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU 

Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi 
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negara yang dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak 

instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen 

perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan 

prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum 

perdata yang berlaku, baik materiiil maupun formal. Hubungan antara 

aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak 

pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum 

sipil atau hukum perdata.
24

 

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan 

kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih 

mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak 

pidana korupsi.
25

 

Di dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian kerugian negara 

akibat tindak pidana korupsi dengan dua pendekatan, yaitu jalur perdata 

dimana gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara 

dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan. 

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan- 

ketentuan sebagai berikut Pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa dalam hal 
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penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak 

pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah 

ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas 

perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk 

diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan 

untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa 

putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak 

untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33 menetapkan 

bahwa dalam hal tersangka meningggal dunia saat dilakukan penyidikan, 

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 

penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut 

kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang 

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 

Selanjutnya, Pasal 38 C menetapkan apabila setelah putusan 

pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih 

terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga 

berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan 

untuk negara sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) maka 

negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli 

waris. 

Berdasarkan penjelasan diatas menjadi jelas bahwa penjatuhan 

uang pengganti adalah upaya negara untuk mengambil dan menguasai 

kembali harta milik negara yang diambil oleh terpidana korupsi. 
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Penjatuhan uang pengganti ini ditentukan oleh hakim dan akan 

dilaksanakan oleh jaksa yang menangani kasus tersebut. Dan telah jelas 

bahwa dalam tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi 

Kejaksaan mempunyai wewenang dalam mengembalikan kerugian negara 

akibat tindak pidana korupsi melalui uang pengganti. 

E. Tinjauan Umum Tentang Teori Restitutif 

Emile Durkheim, seorang sarjana dan pakar hukum dari Perancis 

memberikan gambaran bahwa aturan hukum dapat didefenisikan sebagai 

sebuah aturan berprilaku yang memiliki sanksi. Sanksi tersebut terbagi ke 

dalam dua jenis, yaitu bersifat represif maupun restitutif. Sanksi represif 

adalah ciri utama dari hukum pidana yang mana kejahatan dapat dipahami 

sebagai suatu tindakan yang melanggar perasaan yang secara universal 

disepakati oleh anggota masyarakat. Disertai adanya kesadaran kolektif, 

sebagaimana kejahatan korupsi tidak hanya merugikan orang secara 

individu, melainkan merugikan masyarakat secara keseluruhan dan juga 

merugikan negara. Sementara itu, sanksi dengan sifat restitutif melibatkan 

penegakan kembali hubungan seperti sedia kala seakan belum terjadi 

pelanggaran akan regulasi yang berlaku. Contohnya saja tatkala seseorang 

merasa dirugikan, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh ialah 

melalui ganti rugi. Atas implikasi kerugian yang ditimbulkan, dengan 
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demikian perlu kiranya seorang yang melakukan kejahatan tindak pidana 

korupsi mendapatkan sanksi.
26

 

Dampak kemisikinan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi 

ini berarti luas. Artinya bukan saja masyarakat yang langsung menjadi 

miskin, tetapi dapat juga merugikan negara yang berakibat negara dan 

masyarakat menjadi miskin dan menderita. Kerugian negara yang 

diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katergori 

membahayakan.
27

 Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian Negara 

yang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi adalah dengan memberikan pidana tambahan 

berupa pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu pidana tambahan 

pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar 

tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tujuan adanya pidana uang 

pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor 

agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan 

korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang 

melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Berkaitan dengan tujuan dari 

pidana tambahan uang pengganti yang sudah disebutkan sebelumnya dan 

dikaitkan dengan mafaat yang diterima oleh pelaku atau koruptor, dapat 

dilihat dengan jelas kalau tindak pidana korupsi memberikan keuntungan 
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keuangan atau finansial kepada para koruptor. Sebaliknya dengan adanya 

tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan negara memperoleh 

kerugian keuangan atau perekonomian.  Sejalan dengan teori yang 

dikembangkan oleh Emile Durkheim, bahwa hukum yang bersifat represif 

mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang restitutif. 

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana ini pada dasarnya 

bersifat represif, karena sifatnya yang menghukum pelaku. Sementara 

sebenarnya sifat restitutif itu sendiri merupakan sifat dari hukum perdata. 

Dimana yang menjadi perhatian didalam ketentuan perdata adalah 

mengenai ganti kerugian guna memilihkan kondisi pihak yang dirugikan 

agar tidak dirugikan. Masuknya sifat restitutif ke dalam hukum pidana 

sebenarnya bukan pertama kali di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal pidana tambahan Pasal 18 

Ayat (1) Huruf b. sebelumnya pidana tambahan pembayaran uang 

pengganti sudah ada diatur dalam Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1971 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 34 Huruf c. 

F. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Kompensasi (Compensatory 

Justice) 

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Bab XIII 

KUHAP adalah tuntutan ganti kerugian, yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana itu sendiri. Mekanisme ini berlaku untuk tindak pidana umum 

maupun tindak pidana khusus. Dalam mekanisme pengadilan khusus, kita 
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bisa temukan pada kasus pelanggaran HAM berat. Pasal 35 ayat (1) UU 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyebutkan: “setiap 

korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan 

atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan 

rehabilitasi”. 

Namun dalam kasus pidana tipikor, mekanisme ini tidak disebut di 

dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Tipikor maupun UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. 

Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, intinya 

menyatakan bahwa ada tiga perkara pidana yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Tipikor, yaitu: 1) tindak pidana korupsi; 2) tindak pidana 

pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tipikor; dan 3) tindak 

pidana yang dalam UU lain disebut sebagai tindak pidana korupsi. 

Sedangkan Pasal 25 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tipikor menyebutkan: “Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Jika merujukan pada tafsir 

gramatikal Pasal 25 ini, maka Pengadilan Tipikor berwenang mengadili 

tuntutan ganti rugi masyarakat korban tipikor.
28

 

Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, 

ditujukan kepada Terdakwa (si pelaku tindak pidana).Tuntutan ganti rugi 

yang dibebankan kepada Terdakwa, berpotensi menimbulkan kekecewaan 
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dalam pelaksanaan ganti rugi tersebut. Hal ini karena belum tentu 

Terdakwa mampu membayar kerugian secara cepat. Untuk memberikan 

jaminan bahwa korban segera mendapatkan penggantian atas kerugiannya, 

Yahya Harahap menyarankan agar negara membayar terlebih dahulu, 

kemudian Terdakwa menggantinya dengan system reimburse.
29

 

Kelemahan tersebut, pada PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, 

Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Yang Berat, diatasi dengan membedakan antara kompensasi dan 

restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara 

karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 

menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian 

yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 

ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian 

untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan 

tertentu. 

G. Tinjauan Umum Tentang Teori Prinsip Balas Budi 

Nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas 

budi yang merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan lokal budaya di 

Indonesia melahirkan social nilai tenggang rasa dan gotong-royong. 

Sistem nilai budaya ini mearnai struktur social masyarakat dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberian hadiah yang 

dikriminalisasi menjadi tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah 
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satu modus operandi dari tindak pidana korupsi, merupakan salah satu 

wujud dari nilai budaya balas budi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum 

pidana pemberian hadiah tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang 

memenuhi unsur Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
30

 

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, pengaturan dan 

penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya UU No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau 

penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan 

gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas 

atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap 

tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran 

hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana. Melihat definisi 

gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, sehingga 

dibedakan dengan suatu pemberian yang terkait dengan jabatan dan 

bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap,
31

 maka 

jelas dapat dipahami bahwa kriminalisasi terhadap gratifikasi merupakan 

bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi. Pada dasarnya 
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prinsip balas budi yang dilarang dalam tindak pidana gratifikasi, 

sesungguhnya adalah balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai 

negeri atau pejabat penyelenggara negara, terutama jika balas budi dalam 

bentuk hadiah tersebut berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau 

pengaruhnya. Alasan kriminalisasi terhadap perbuatan balas budi dalam 

bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, 

adalah antara lain: 

a. Pegawai negeri tersebut memiliki tanggungjawab kewajiban untuk 

melayani masyarakat, dan telah diberikan gaji oleh negara sesuai 

dengan tanggungjawabnya tersebut. 

b. Pelayanan prima harus dilandaskan pada keikhlasan dan ketulusan 

untuk berbuat atau tidak berbuat (tampa pamrih atau imbalan). 

c. Setiap warga negara/Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan 

pelayanan dari negara melalui aparaturnya (pegawai negeri atau 

pejabat penyelenggara negara), dan karena itu setiap warga 

negara/masyarakat telah menunaikan kewajibannya membayar 

pajak yang salah satu fungsinya adalah untuk gaji aparatur 

pemerintah tersebut. 

d. Menerima hadiah bagi pegawai negeri atau pejabat penyelenggara 

negara merupakan perbuatan curang atau tidak fair, karena telah 

mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara sesuai dengan 

tanggungjawab jabatannya. 
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Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United 

Nations Convention Against Corruption dan tidak dimasukkannya unsur-

unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana, menurut hemat 

penulis adalah sudah tepat oleh karena memberikan hadiah sebagai wujud 

dari nilai budaya balas budi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan 

sepanjang tidak terdapat mens rea yang berhubungan dengan jabatan, 

kewajiban hukum dan pengaruh untuk melakukan kecurangan. Oleh 

karena itu, menurut penulis bahwa seharusnya unsur-unsur gratifikasi 

diadopsi atau dilebur masuk dalam unsur-unsur tindak pidana suap. 

Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi 

dalam bentuk gratifikasi, tetapi upaya pemberantasan korupsi tetap 

dilakukan melalui pemberantasan suap-menyuap. 

H. Tinjauan Umum Tentang Teori Deterrent Effect 

Efek jera (detterent effect) belakangan ini muncul dalam berbagai 

diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media 

massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan 

yudikatif. Pemunculan istilah efek jera tersebut tidak bisa dilepaskan dari 

kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara 

hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (das sollen 

dan das sein) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai 

padanan kata tentang efek jera yang dikenal selama ini antara lain kata 

”tidak berani megulangi perbuatan atau kejahatan”, “takut melakukan 

perbuatan”. Namun demikian istilah efek jera merupakan istilah yang 
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paling popular selama ini, bahkan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) 

menggunakan istilah “efek jera dan terapi kejut”. 

Istilah lain yang juga mengemuka dan berkaitan dengan efek jera 

dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi adalah “pemiskinan”. 

Menurut Pastika pakar Sastra Indonesia Universitas Udayana, istilah 

“pemiskinan” berasal dari akar kata “miskin” yang berarti tidak berharta, 

serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kata miskin secara 

etimologis diturunkan dari bahasa Arab “sakana” yang berarti papa, 

lemah, melayani dan serba kurang secara ekonomi. Sedangkan 

“pemiskinan” berarti menjadikan seseorang atau kelompok orang 

menjalani hidup dalam kondisi serba kekurangan. Dapat disimpulkan, 

bahwa pemiskinan adalah cara atau upaya menjadikan seseorang atau 

kelompok orang menjalani hidup dalam serba kekurangan yakni dengan 

cara memperburuk kualitas hidup, mengurangi wewenang, kekuatan atau 

kekayaan. 

Dikaji dari segi sejarah, aspek menakutkan ternyata sudah ada 

sejak adanya aspek pembalasan. Bahkan tampaknya aspek itu sudah 

dipersoalkan sebelum zaman jayanya aspek pembalasan, yaitu pada masa 

Immanuel Kant (1724-1804) dan George Wihelm Friedrich Hegel (1770-

1831). Di samping itu terdapat pula pandangan yang mengatakan, bahwa 

asal mulanya pidana sebetulnya bukan untuk pembalasan, tetapi 

sematamata untuk menakuti si penjahat. Secara diam-diam diharapkan 

agar teori menakutkan ini membuat jera para penjahat atau menakutkan 
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mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat. Berdasarkan pengertian 

efekjera secara etimologis dan terminologis tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan efek jera mengandung aspekaspek dengan tujuan, sebagai 

berikut: 

a. membuat para penjahat takut, tidak berani berbuat lagi, jera, atau 

kapok. 

b. mempengaruhi atau membuat penjahat potensial takut, tidak berani 

untuk berbuat jahat. 

c. Mengancam dengan pidana yang berat dalam undang-undang. 

Bersesuaian dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

menetapkan pula kriteria tentang efek jera, yakni dilakukan dengan: 

1. Memberikan tuntutan pidana yang tinggi kepada para terdakwa 

berupa hukuman badan dan denda pada pelaku. 

2. Memiskinkan koruptor secara aktif dan progresif. Menyita 

sejumlah harta kekayaan yang dicurigai diperoleh dari kejahatan 

untuk diserahkan kepada yang berhak. 

3. Terobosan lain yakni penerapan pidana pengganti, menuntut 

pencabutan hak politik. 

4. Penegak hukum yang professional dan berintegritas tinggi  
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Berdasarkan criteria efek jera tersebut diatas, diharapkan dapat 

dijadikan acuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi efek di Indonesia.
32

 

I. Tinjauan Umum Tentang Teori Restoratif Justice 

Konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana 

korupsi bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih 

mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya 

pemulihan akibat kejahatan Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan 

UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi 

merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga 

menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional 

yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian 

pertimbangan undang- undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi 

dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi 

masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan 

sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar 

biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda 

meurpakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan 
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negara. Bahkan sebetulnya semua undang-undang korupsi yang ada di 

Indonesia telah mengatur masalah pidana uang pengganti.
33

 

Dalam konsep pendekatan restoatif justice perlu dipertimbangkan 

agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila 

penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada 

peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana 

kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikan 

kerugian tersebut. Dalam lensa keadilan restoratif, bahwa apabila 

terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua 

harta kekayaannya telah dilelang, maka ketimbang memenjarakan 

terpidana lebih baik negara memberdayaan pelaku korupsi dalam bentuk 

kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku 

korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil 

dari kerja paksa tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian 

negara yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana. Pengembangan konsep 

ini dalam hukum pemberantasan korupsi kiranya mampu merestorasi atau 

memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Di sisi lain, dengan konsep 

pemidanaan yang demikian, banyak manfaat dari sisi tujuan pemidanaan 

seorang pelaku kejahatan. Dengan kewajiban harus mengembalikan uang 

pengganti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seorang terpidana akan 

bekerja dibawah pengampuan negara untuk menghasilkan uang guna 

menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. 
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J. Tinjauan Umum Tentang Teori Pengembalian Asset 

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa 

dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa 

dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana 

khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum 

acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa 

dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.
34

 

Pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi 

menurut Purwaning dilandaskan atas prinsip-prinsip keadilan sosial 

sehingga institusi negara dan institusi hukum mendapat tugas dan 

tanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi setiap individu 

individu atau masyarakat. Atas dasar itu, dalam konteks tindak pidana 

korupsi yang menghilangkan kemampuan negara untuk menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya. Maka negara wajib menuntut pemulihan atas 

kekayaan yang diambil secara melawan hak. Fleming dalam bukunya 

Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior An Economic 

Taxonomy Draft for Comments, melihat pengembalian aset sebagai 

pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, 

penghilangan kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau 

keuntungan dari tindak pidana; ketiga, salah satu tujuan pencabutan, 
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perampasan penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat 

menggunakan hasil serta keuntungan keuntungan dari tindak pidana 

sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. 

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER 013/A/JA/06/2014 

menggunakan nomenklatur istilah Pemulihan Aset yang berarti yaitu 

proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, 

perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang 

milik Negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak 

pada setiap tahap penegakan hukum Pemulihan aset yang dimaksudkan 

dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan terhadap: 

1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari 

tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan 

menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik 

berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya 

yang diperoleh dari kekayaan tersebut atau aset yang diduga kuat 

digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. 

2) Barang temuan. 

3) Aset Negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak. 

4) Aset-Aset lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan 

termasuk yang pada hakikatnya merupakan kompensasi kepada 

korban dan/atau kepada yang berhak. 

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati 

posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Artinya, 
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keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur 

berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun 

juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang 

telah dikorupsi. Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi 

sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh 

tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting 

dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis seberat-

beratnya bagi pelaku. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara 

tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga 

mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga negara. 

B. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka atau bisa juga disebut sebagai penelitian terdahulu 

digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik 

mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga 

mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang 

digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.
35

 

Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis akan menyampaikan 

beberapa kajian penelitian atau skripsi yang berakitan dengan judul proposal 

penelitian ini: 

                                                           
35

 Hasan Basri, Menyusun Rancangan Penelitian dan Penulisan Skripsi, (Jakarta: PT. 

Logos Wacana, t.th), h.39. 



49 

 

 
 

1. “Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan 

Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor:PDS-

07/SEMAR/FT.1/2017 di Kejaksaan Negeri Semarang” (penelitian skripsi 

Maximilian Wibi T mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata).
36

 Skripsi ini hanya 

menjelaskan upaya dari jaksa dalam pengembalian uang negara pada satu 

titik fokus satu putusan di Kejaksaan Negeri Semarang, sementara penulis  

menjelaskan peran serta upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian 

keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi yang berlingkup di 

Kejaksaan Negeri Pariaman. 

2. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recorvery) dalam 

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi 

Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg”
37 

(penelitian skripsi 

Anindita Priscilia Toriq mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung). Skripsi ini menjelaskan pelaksaan 

mengenai pengembalian aset (aset recorvery) dalam tindak pidana korupsi 

sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang hanya berfokus 

pada satu studi kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Semarang dan 

penelitian ini bersifat kuantitatif. Sementara penelitian yang penulis lakukan 

                                                           
36

 Maximilian Wibi T. “Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian 

Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor: PDS-

07/SEMAR/FT.1/2017 di Kejaksaan Negeri Semarang”, skripsi Semarang: Universitas Katolik 

Soegijapranata. 
37

 Anindita Priscilia Toriq. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset 

Recorvery) dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi 

Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg”, skripsi Semarang: Universitas Islam 

Sultan Agung. 
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menjelaskan peran serta upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian 

keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi yang hanya berfokus 

pada Kejaksaan Negeri Pariaman, kemudian penelitian penulis bersifat 

kualitatif. 

3. “Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi 

Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang)”
38

 (penelitian skripsi Khoirul Ari Wafa Mahasiswa 

jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta). Skripsi ini hanya menjelaskan mengenai komparasi 

atau perbandingan undang-undang mengenai pengembalian aset hasil tindak 

pidana korupsi tidak menjelaskan bagaimana upaya kejaksaan dalam 

pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana 

korupsi. 

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga 

penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam 

bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait peran kejaksaan dalam 

upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana 

                                                           
38

 Khoirul Ari Wafa, “Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi 

(Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang)”. Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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korupsi yang mana hal ini hanya khusus melakukan penelitian di Kejaksaan 

Negeri Pariaman. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, yang mana bertujuan 

untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan 

bahan-bahan hukum berupa data sekunder dengan data primer yang 

diperoleh langsung di lapangan dan menggunakan jenis peneltian yuridis 

empiris. 

Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan 

dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data 

sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.
39

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian hukum bertujuan mengetahui dan menggambarkan 

keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum 

dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan 

penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-

mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa atau suatu maksud 

untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.17. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Permasalahan yang telah di rumuskan di atas akan di jawab atau di 

pecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena 

dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan 

hukum baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum sebagai 

kenyataan sosial (kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini 

menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian judul proposal penelitian yang diangkat oleh penulis 

dilakukan di Kejaksaan Negeri Pariaman Jln. Imam Bonjol No. 23, Alai 

Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. 

Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi 

kriteria syarat permasalahan penelitian. Dan juga didasarkan atas alasan bahwa 

guna memperoleh data dan informasi dari Aparat Pemerintahan Kejaksaan 

Negeri Pariaman. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat data primer yaitu data yang di peroleh secara 

langsung dari sumber asli tidak melalui perantara.
40

 Data yang di peroleh dengan 

cara penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada perangkat 

kantor Kejaksaan Negeri Pariaman dan aparat penegak hukum. Selain data primer, 

                                                           
40

 Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.171. 
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juga terdapat data skunder yaitu, data yang di peroleh dari tangan kedua atau dari 

berbagai sumber yang tersedia. Dalam kata skunder ini mengenal dua (2) bahan 

hukum yaitu: 

1) Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara 

yang dilakukan langsung di lapangan serta sumber data primer dalam 

penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: 

norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, 

bahan hukum yang di kodifikasikan, yurisprudensi. 

2) Data Skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, artikel, karya ilmiah hukum, 

dan artikel yang terkait dengan permasalahan. 

E. Informan Penelitian 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil 

informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema 

penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan 

bagi penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia 

(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki 

informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh 

karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang 

diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam 
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menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang 

berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.
41

 

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau 

permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, 

akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang 

dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. 

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk 

lebih jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian 

Kejaksaan Negeri Pariaman 

No Keterangan Informan 

1. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri 

Pariaman 

1 

2. Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus 

Terpidana Joni Amir S.P.MBA., M.M 

1 

3. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri 

Pariaman 

1 

4. Staff Pidana Khusus Kejaksaan Negeri 

Pariaman 

2 

                                 Jumlah 5 Orang 

Sumber: Data Olahan Tahun 2023 
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(Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h.60. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian lazimnya dikenal pailing sedikit tiga jenis teknik 

pengumpulan data, adapun teknik yang digunakan untuk melakukan 

pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang 

sistematis yang ditujukan pasa satu atau beberapa fase masalah di dalam 

rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan 

untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan metode ini 

diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu 

langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Pariaman. 

b. Wawancara 

Wawancara, yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-

keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. 

Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman 

wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui 

tanya jawab dengan kepala bidang yang menangani khusus kasus tindak 

pidana korupsi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa 

dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan 

Negeri Pariaman dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum- 
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hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan 

proposal penelitian ini. Membuat peneliti merasa perlu membuat catatan 

penting dalam kegiatan lapangan, yang biasanya disediakan dalam bentuk 

foto atau catatan wawncara. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, 

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan 

bahan jawaban terhadap permasalahan, analisis data menguraikan tentang 

bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam 

memecahkan masalah penelitian, jenis analisis data terdiri atas analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum 

biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian. 

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan 

kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir 

secara optimal. Analisa yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dikarenakan sifat data yang akan di kumpulkan 

menitikberatkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan di peroleh nantinya. 

Setelah data berhasil di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, angket, 

maupun kajian pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga 

sistimatis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat di pahami 

secara jelas pada kesimpulan akhirnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa: 

a. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman pada kasus 

putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2106 dalam mengembalikan kerugian 

negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana Joni 

Amir S.P, MBA., M.M melalui upaya a) penelusuran harta kekayaan 

terpidana seperti melakukan asset tracing terpidana; b) upaya 

penyelamatan kekayaan negara dengan melakukan perampasan atas 

barang-barang milik terdakwa guna menutup kerugian keuangan negara 

sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa c) 

eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian 

kerugian keuangan negara. Selain upaya tersebut, pihak Kejaksaan Negeri 

Pariaman juga menetapkan hukuman berupa kurungan dan denda terhadap 

terpidana. 

b. Faktor hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman 

dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada 

kasus terpidana Joni Amir S.P, MBA., M.M dengan nomor putusan 2605 

K/Pid.Sus/2016 yaitu: a) terpidana menyatakan dengan sendirinya bahwa 

ia tidak sanggup membayar uang pengganti akibat tindak pidana korupsi 
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yang dilakukannya; b) asset yang dimiliki terpidana tidak mencukupi; c) 

tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang terpidana; d) 

terpidana tidak kooperatif saat dimintai keterangan mengenai harta yang 

dimilikinya; e) terpidana tidak mau mengakui perbuatannya; f) terpidana 

membuat rekening pribadi untuk dana yang dikorupsinya; g) terpidana 

meninggal dunia.  

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: 

a. Dalam upaya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana 

korupsi, penulis menyarankan serta mengharapkan agar pihak Kejaksaan 

terutama Kejaksaan Negeri Pariaman dapat melakukan penelusuran lebih 

dalam lagi kepada terdakwa atau terpidana yang melakukan tindakan 

korupsi terutama harta pribadi yang dimiliki terdakwa atau terpidana. 

Dimulai dari mengoptimalkan penelusuran asset tracing terdakwa dengan 

cara mengoptimalkan system teknologi yang sekiranya sangat dapat 

mempermudah pihak Kejaksaan dalam melacak asset terdakwa serta 

gencar melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari instansi 

pemerintah maupun masyarakat. Serta dalam menjatuhkan hukuman, 

penulis berharap Jaksa Penuntut Umum memberikan hukuman kurungan 

yang lebih berat dan denda yang lebih besar agar terpidana tidak lebih 

memilih menjalani hukuman pidana daripada harus membayar kerugian 

negara akibat tindak pidana korupsi yang ditimbulkan terdakwa. 
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b. Mengenai faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan Negeri 

Pariaman, penulis menyarankan agar berbagai pihak aparat penegak 

hukum yang melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan agar dapat 

membersamai pihak Kejaksaan dalam melakukan pembenahan dalam 

jangka panjang agar senantiasa tercapai keberhasilan dalam pengembalian 

kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. 
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C. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6) butir a. 

Putusan Mahkamah Agung No. 2605K/Pid.Sus/2016. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, Pasal 30A dan Pasal 35 ayat (1) huruf k. 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

D. Internet 

https://www.beritaeditorial.com/2021/07/mantan-kacab-pt-sang-hyang-seri-

budi.html?m=1, diakses, tanggal 23 Januari 2023. 

https://padek.jawapos.com/utama/24/08/2022/rasuah-rsud-dua-tersangka-

ditahan-gratifikasi-rp-38-m-dikembalikan/, diakses, tanggal 25 Desember 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

A.  Wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Pariaman 

Bapak Yandi Mustiqa, S.H., M.H. 

 

B.  Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi sekaligus 

Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016 Ibuk 

Adrianti, S.H 

 

 

 



 

 

 

C. Wawancara dengan Pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman Bapak Fauzan     

El Amin, S.H 

 

 

D. Wawancara dengan Staff bagian Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri 

Pariaman 
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